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PERATURAN DAERAH KABUPATEN SEMARANG 
 

NOMOR    6    TAHUN  2009 
 

TENTANG 
 

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN  
 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 
 

BUPATI  SEMARANG, 
 

Menimbang   :  a. bahwa agar dalam penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten 

Semarang dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna, maka perlu 

adanya peningkatan sarana prasarana pendidikan, pengawasan, 

pengendalian serta pemberian pelayanan di bidang pendidikan 

secara optimal ; 

   b.   bahwa dalam rangka menjamin pemerataan kesempatan pendidikan, 

meningkatkan mutu pendidikan dan mutu sumber daya manusia 

sehingga mampu menghadapi globalisasi maka penyelenggaraan 

pendidikan di Kabupaten Semarang perlu diatur sesuai dengan 

kewenangan yang dimiliki oleh Pemerintah Kabupaten Semarang ; 

 c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam 

huruf a dan huruf b diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Daerah 

Kabupaten Semarang tentang Penyelenggaraan Pendidikan ; 

 

Mengingat  : 1. Pasal 18 pada ayat (4) Undang - Undang Dasar Negara Republik  

Indonesia Tahun 1945 ; 

  2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan  

Daerah - daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa 

Tengah; 
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3. Undang - Undang Nomor 67 Tahun 1958 tentang Perubahan           

Batas - batas Wilayah Kotapraja Salatiga dan Daerah Swantantra 

Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia           

Tahun 1958 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 1652 ) ; 

 4. Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok 

Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 

Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang 

Nomor 43 Tahun 1999 ( Lembaran Negara Rebublik Indonesia     

Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3890) ; 

 5. Undang - Undang Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 9, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3670);  

 6.  Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara 

Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 53, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ; 

 7.  Undang - Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);  

 8. Undang - Undang  Nomor  18 Tahun  2002  tentang  Sistem Nasional 

Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan 

Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002      

Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 4219); 

 9. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 109, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4235);  

10. Undang - Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 

Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003        

Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia        

Nomor 4301);  

11.  Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan 

Peraturan Perundang - undangan (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 4389);  
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12. Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004          

Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia      

Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terahkir dengan           

Undang - Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua 

Atas Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan 

Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);  

13. Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);  

14. Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2009 tentang Badan Hukum 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009    

Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia       

Nomor 4965 ) ; 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan 

Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3079) ; 

16.   Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan      

Pra Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 

Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 3079) ; 

17.  Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Dasar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 36, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3412) ; 

18.  Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan 

Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990     

Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 3413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 

Nomor 56 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 192, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3765);  
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19.  Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 

Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 94, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3460);  

20.  Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 tentang Pendidikan Luar 

Sekolah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1991 Nomor 95, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3461);  

21. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga 

Kependidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 

Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia          

Nomor 3848) sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Pemerintah    

Nomor 39 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah 

Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 91, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3974);  

22. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta 

Masyarakat dalam Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik 

Indonesia Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara 

Republik Indonesia Nomor 3485);  

23.  Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 1992 tentang Perubahan 

Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Salatiga dan Kabupaten 

Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia          

Tahun 1992 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 3500);  

24.  Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005       

Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor  4496);  

25.  Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 tentang Pengangkatan 

Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4561, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana 

telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2007 

tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2005 

tentang Pengangkatan Tenaga Honorer Menjadi Calon Pegawai Negeri 

Sipil  (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 91, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4743) ; 
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26. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

27. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan 

Pemerintahan Antara Pemerintah , Pemerintahan Daerah Provinsi dan 

Pemerintah Kabupaten / Kota; (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 

Nomor 4737); 

28. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi 

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia           

Nomor 4741); 

29.  Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2007 tentang Pendidikan Agama 

dan Pendidikan Keagamaan  (Lembaran Negara Republik Indonesia 

Tahun 2007 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik 

Indonesia Nomor 4769); 

30. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar 

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90, 

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4863); 

31. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan 

Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008      

Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia            

Nomor  4864); 

32. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran 

Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan 

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor  4941); 

33. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, 

Pengundangan, dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan; 

34. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 Tahun 2006 tentang 

Izin Pendirian Lembaga Satuan Pendidikan di Kabupaten Semarang 

(Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 2 Seri E 

Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 2 ); 

35. Peraturan Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 Tahun 2006 tentang 

Izin Pendirian Lembaga Kursus di Kabupaten Semarang (Lembaran 

Daerah Kabupaten Semarang Tahun 2006 Nomor 3 Seri E Nomor 2, 

Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Semarang Nomor 3 ); 


